
 

 

 
 

WALIKOTA BUKITTINGGI 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 33 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 

NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi dan Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi pada tahun 

anggaran 2019 untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 
tahun 2020; 
 

  b. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 9 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan 
Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sehingga perlu mengubah Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 
22 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 20); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4356); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
 



  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



  15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6176); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 
 

  19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 81); 
 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 

Dana Operasional; 
 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 
 

 
 



  23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
589); 
 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 
Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Iuran Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996); 
 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
 

 

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesian 
Tahun 2018 Nomor 701); 
 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54  Tahun 2019 tentang 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 902);  
 

  29.   Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 
Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8); 
 

  30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah 
Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 

3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan 

Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum 
Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi 
Tahun 2017 Nomor 3); 
 

  31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 12); 
 

  32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9); 
 

  33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah 

Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1); 
 



  34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 
Nomor 10); 
 

  35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 
Nomor 8); 
 

  36. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 

Nomor 19); 
 

  37. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 
Nomor 22); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019. 
 

Pasal I 

   
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 22), diubah sebagai berikut : 

 
 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
  

 Pasal 1 
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

berjumlah Rp. 891.197.754.148,88 dengan rincian sebagai berikut: 
 

1. Pendapatan     

a. Pendapatan Asli Daerah   
1) Semula  Rp.  117.114.132.627,00   
2) Bertambah Rp. 0,00   

Pendapatan Asli Daerah Setelah 
Pergeseran 

Rp. 117.114.132.627,00 

     
b. Dana Perimbangan   

1) Semula  Rp.  562.947.079.000,00   

2) Bertambah Rp. 0,00   
Dana Perimbangan Setelah Pergeseran Rp. 562.947.079.000,00 

     
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah   

1) Semula  Rp.  68.993.818.853,00   

2) Bertambah Rp. 0,00   
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
Setelah Pergeseran 

Rp. 68.993.818.853,00 

   

Jumlah Pendapatan Setelah Pergeseran Rp. 749.055.030.480,00 



 

b. Belanja Langsung   
1) Belanja Pegawai   

a) Semula  Rp.  45.031.380.635,00   

b) Bertambah Rp. 0,00   
Belanja Pegawai Setelah Pergeseran Rp. 45.031.380.635,00 

   

2) Belanja Barang dan Jasa   
a) Semula  Rp.  217.181.335.983,27   

b) Bertambah Rp. 0,00   
Belanja Barang Jasa Setelah Pergeseran Rp. 217.181.335.983,27 

 

 
 

  

2. Belanja     
a. Belanja Tidak Langsung   

1) Belanja Pegawai   
a) Semula  Rp.  303.919.313.975,61   

b) Bertambah Rp. 0,00   
Belanja Pegawai Setelah Pergeseran Rp. 303.919.313.975,61 

   

2) Belanja Bunga   
a) Semula  Rp.  0,00   

b) Bertambah Rp. 0,00   
Belanja Bunga Setelah Pergeseran Rp. 0,00 
   

3) Belanja Subsidi   
a) Semula  Rp.  0,00   
b) Bertambah Rp. 0,00   

Belanja Subsidi Setelah Pergeseran Rp. 0,00 
   

4) Belanja Hibah   
a) Semula  Rp.  15.268.252.629,00   
b) Bertambah Rp. 512.096.000,00   

Belanja Hibah Setelah Pergeseran Rp. 15.780.348.629,00 
   

5) Belanja Bantuan Sosial   
a) Semula  Rp.  4.033.160.000,00   
b) Bertambah Rp. 0,00   

Belanja Bantuan Sosial Setelah Pergeseran Rp. 4.033.160.000,00 
    

6) Belanja Bagi Hasil   

a) Semula  Rp.  0,00   
b) Bertambah Rp. 0,00   

Belanja Bagi Hasil Setelah Pergeseran Rp. 0,00 
   

7) Belanja Bantuan Keuangan   

a) Semula  Rp.  685.220.093,00   
b) Bertambah Rp. 0,00   

Belanja Bantuan Keuangan Setelah 

Pergeseran 

Rp. 685.220.093,00 

   

8) Belanja Tidak Terduga   
a) Semula  Rp.  1.000.000.000,00   
b) Berkurang Rp. (512.096.000,00)   

Belanja Tidak Terduga Setelah Pergeseran Rp. 487.904.000,00 
   



3) Belanja Modal   

a) Semula  Rp.  304.079.090.833,00   
b) Bertambah Rp. 0,00   

Belanja Modal Setelah Pergeseran Rp. 304.079.090.833,00 

   
Jumlah Belanja Setelah Pergeseran Rp. 891.197.754.148,88 

Surplus / (Defisit) Rp. (142.142.723.668,88) 
 

3. Pembiayaan Daerah    

a. Penerimaan Pembiayaan   
1) Semula  Rp.  142.142.723.668,88   

2) Bertambah Rp. 0,00   
Penerimaan Pembiayaan Setelah 
Pergeseran 

Rp. 142.142.723.668,88 

b. Pengeluaran Pembiayaan   
1) Semula  Rp.  0,00   
2) Bertambah Rp. 0,00   

Pengeluaran Pembiayaan Setelah 
Pergeseran 

Rp. 0,00 

     
Pembiayaan Netto Setelah Pergeseran Rp. 142.142.723.668,88 
   

Silpa Tahun Berkenaan Rp. 0,00 
   

 
 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
  

 Pasal 2 
 Ringkasan Penjabaran Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

 
 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
  

 Pasal 3 
 Merubah sebahagian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 
 

 4. Setelah Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
  

 Pasal 7A 
 Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 

Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk kegiatan yang mengalami pergeseran, Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan baru dan 

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah untuk perubahan anggaran PPKD. 

 
 
 

 



Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Bukittinggi. 

 
 
Ditetapkan di   Bukittinggi 

pada tanggal  3 Desember 2019  
           

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

dto 

 
M. RAMLAN NURMATIAS 

 

 
 

Diundangkan di     Bukittinggi 
pada tanggal          3 Desember 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI 
 

dto 
 

YUEN KARNOVA 

 
 
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 33 


